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Abstract. Sexual harassment, which jeopardizes human rights and poses a threat to
individual’s well-being within society, is a type of violence. The increasing prevalence of
sexual harassment cases has become a crucial societal concern, as it can transpire
indiscriminately. This study intends to elucidate how Pancasila is implemented to address
sexual harassment in the community. Pancasila, as the fundamental principles of the
Indonesian state, encompasses pertinent values such as justice, unity, equality, and
humanity, which serve as a foundation for combating sexual harassment. The research
methodology employed entails a literature review incorporating library studies.
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Abstrak. Salah satu bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan
mengancam kesejahteraan individu di masyarakat adalah pelecehan seksual. Saat ini,
masalah pelecehan seksual menjadi isu yang sangat penting, karena bisa terjadi di
berbagai tempat dan kapan saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
Pancasila dapat diterapkan dalam upaya menangani pelecehan seksual di masyarakat.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang relevan, seperti
keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan, yang dapat dijadikan pijakan dalam
melawan pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui tinjauan
literatur dengan melibatkan studi pustaka.
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LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual merupakan sebuah bentuk kekerasan yang merugikan hak asasi
manusia dan mengancam kesejahteraan individu dalam masyarakat. Menurut (Kartika,
Y., & Najemi, A., 2020) Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan unsur
seksual yang dilakukan pelaku bukan atas dasar keinginan objek atau korbannya. Bentuk
pelecehan ini mencakup pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, baik secara lisan
maupun fisik. Di Indonesia, upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual telah diatur
dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
UU No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Meskipun demikian, pelecehan

seksual masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, angka kekerasan seksual
terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat 4.162 kasus. Namun, kekerasan
seksual tidak hanya berdampak pada anak di bawah umur dan perempuan saja, siapa pun
dapat berpotensi menjadi korban. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak sosial
dan psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, kajian masalah ini dilakukan
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelecehan seksual dan

mencari solusi yang tepat guna menanggulanginya.

Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diimplementasikan dalam
menanggulangi pelecehan seksual di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dari setiap
sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai ketuhanan), Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab (nilai kemanusiaan), Persatuan Indonesia (nilai persatuan) , Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai
kerakyatan dan kebijaksanaan), dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai
keadilan) yang bersifat subjektif (Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A., 2021) memberikan peran
yang besar dan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang aman, menghormati

hak asasi manusia, dan menghindari terjadinya pelecehan seksual.

Mengingat maraknya kasus pelecehan seksual serta dampak negatifnya terhadap
korban dan masyarakat, Tujuan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
untuk menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan

strategis dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat.
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Dengan memahami peran dari nilai-nilai Pancasila dalam, diharapkan dapat
berkembangnya langkah-langkah konkret yang dapat mengurangi angka pelecehan

seksual dan membentuk masyarakat yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

KAJIAN TEORETIS

Pelecehan seksual dapat didefinisikan melalui perspektif beberapa ahli. Menurut
Mannika dalam (Paradiaz, R., & Soponyono, E., 2022), kekerasan seksual dalam bahasa
Inggris "sexual hardness" mengandung arti kekerasan dan ketidaknyamanan. Menurut
(Kartika, Y., & Najemi, A., 2020), pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan
unsur seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi objeknya. Bentuk pelecehan
ini melalui permintaan secara lisan maupun fisik yang dilakukan secara paksa.
Kesimpulan dari definisi-definisi ini adalah bahwa pelecehan seksual melibatkan

tindakan yang tidak diinginkan yang memiliki unsur seksual.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, antara lain
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-
Undang HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram
serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Selain itu, terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual yang juga mengatur

tindakan-tindakan pelecehan seksual dan sanksi yang diberikan.

Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa
yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam masyarakat. Menurut
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2020) setiap butir Pancasila
memiliki makna dan prinsip yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara
Indonesia. Sila-sila Pancasila meliputi:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa warga negara Indonesia
memercayai dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengacu pada kebebasan
beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks
pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan
melindungi martabat setiap individu, karena setiap manusia dianggap sebagai
ciptaan Tuhan. Dengan menginternalisasi nilai ini, masyarakat diharapkan untuk

saling menghormati, tidak melakukan tindakan yang melanggar hak-hak dan
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batasan seksual individu, serta memandang bahwa setiap individu memiliki hak
untuk hidup tanpa pelecehan seksual.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan
martabat yang sama di dalam hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini
mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu,
termasuk hak atas keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Menginternalisasi nilai
ini berarti menolak segala bentuk pelecehan seksual, serta membela kebenaran,
keadilan, dan keadaban dalam hubungan antarmanusia.
Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila mendorong warga negara Indonesia untuk
mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan
pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan
pentingnya membangun kesadaran untuk melawan pelecehan seksual dengan
bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Persatuan dalam
menanggulangi pelecehan seksual melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen
masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi
masyarakat.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan warga negara Indonesia untuk
mempraktikkan demokrasi dengan cara yang khidmat dan bijaksana, melalui
musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini
mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan
melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual. Selain itu, nilai ini juga
menekankan pentingnya menjunjung tinggi persamaan hak dan memastikan
bahwa keputusan yang diambil melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi
masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan bahwa setiap
individu, tanpa pandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya,
memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari

pelecehan seksual. Keadilan sosial juga berarti memberikan perlindungan hukum
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seadil-adilnya, serta menghapuskan stigma dan diskriminasi yang mungkin

dialami oleh korban.

Terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), yaitu pemerkosaan, penyiksaan seksual,
pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, pemaksaan
kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan pemaksaan aborsi. Pelecehan seksual ini memiliki
dampak yang luas terhadap korban dan masyarakat secara umum. Menurut (Saifuddin A.,
2021) menyatakan bahwa faktor penyebabnya ada tiga perspektif, yaitu sosial, psikologi,
dan agama. Dalam perspektif sosial, terkait dengan adanya struktur sosial yang
menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi subordinat, sehingga mereka
menjadi rentan sebagai korban pelecehan. Dalam perspektif psikologi, yaitu adanya
pelaku yang mengalami kelainan seksual seperti parafilia, kurangnya kemampuan
mengendalikan hasrat seksual, dan kurang sadar dalam menghargai orang lain. Serta
dalam perspektif agama, dapat terkait dengan penyalahgunaan ajaran agama atau
penafsiran yang salah terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya melindungi dan

menghormati martabat individu.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk menyusun artikel ini, yakni metode
penelitian yang bersifat penelusuran kepustakaan (literature review). Penelusuran
kepustakaan (literature review) adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan
mengembangkan teori dan pendekatan yang relevan untuk topik-topik tertentu, sembari
mengkaji secara kritis pengetahuan, konsep, atau penemuan yang ada pada badan

kepustakaan akademik (academic-oriented literature) (Cooper dalam Kurnia, 2020).

Pada penelitian ini, tim penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur
yang relevan dengan topik kajian penelitian. Setelah data diperoleh, tim penulis mulai
menganalisis data tersebut dengan membaca, memahami, menafsirkan data yang
diperoleh, dan mencatat informasi yang terdapat pada sumber literatur yang telah
dikumpulkan. Analisis mendalam terhadap data juga dilakukan dengan maksud untuk
memahami lebih lengkap mengenai fenomena atau isu yang sedang diteliti. Triangulasi
data kemudian digunakan untuk membandingkan data dari analisis data yang

dikumpulkan untuk mengetahui validitas data tersebut.
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Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelusuran kepustakaan,
diharapkan artikel yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan
secara keseluruhan mengenai topik penelitian yang tim penulis teliti, yaitu “Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan

Masyarakat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Pancasila dalam upaya menanggulangi pelecehan seksual di
masyarakat melibatkan penerapan nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
Berikut ini adalah contoh hasil dan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam

menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan masyarakat:

Salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual
adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan,
kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan
melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media

sosial.

Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat
membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak

orang lain.

Selain itu, pembentukan komunitas yang peduli dan responsif terhadap pelecehan
seksual juga merupakan langkah implementasi Pancasila yang efektif. Komunitas
tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah,

lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat.

Penguatan sistem hukum dan kebijakan yang melindungi korban pelecehan seksual
juga merupakan bentuk implementasi Pancasila. Hal ini mencakup penegakan hukum
yang adil dan tegas terhadap pelaku serta perlindungan korban agar merasa aman dan

mendapatkan keadilan.

Prinsip kesetaraan dalam Pancasila menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara

bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi Pancasila dalam
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menanggulangi pelecehan seksual berarti mendorong kesetaraan gender dan

menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dapat menyebabkan pelecehan seksual.

Prinsip keadilan dalam Pancasila mengacu pada perlakuan yang adil dan penegakan
hukum yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual. Pendekatan berbasis hak asasi manusia

dan keadilan bagi korban harus diterapkan dalam proses hukum.

Prinsip persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya solidaritas dan saling
membantu dalam menangani pelecehan seksual. Implementasi Pancasila dalam konteks
ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan

lembaga pendidikan, untuk mengatasi pelecehan seksual secara bersama-sama.

Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menekankan perlunya menghormati dan
melindungi martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan
seksual melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan

aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori yang tim penulis kaji, dapat disimpulkan bahwa pelecehan
seksual melibatkan tindakan tidak diinginkan dengan unsur seksual. Pelecehan seksual
dikenakan sanksi dan diatur berdasarkan undang-undang, seperti UU No. 12 tahun 2022
tentang kekerasan seksual dan Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Sebagai landasan negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang
relevan untuk menangani pelecehan seksual. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, dan
pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan baik pada korban maupun
masyarakat. Faktor penyebab pelecehan seksual dapat dilihat secara psikologis, sosial,

dan agama.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan atau dilakukan
adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual
melalui pendidikan dan kampanye yang tepat, menegakkan hukum yang tegas terhadap
pelaku pelecehan seksual juga undang-undang secara ketat, dan mendorong semua pihak
untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual. Selain itu,

pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan yang mendasari pelecehan seksual
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juga diperlukan, serta penguatan prinsip Pancasila dalam lingkup pendidikan. Kolaborasi
antara lembaga pemerintah dan sektor lain juga diperlukan, serta perluasan peran yang

mereka mainkan dalam memberikan perlindungan yang tepat kepada para korban.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung upaya pemberantasan pelecehan
seksual, perlindungan terhadap korban, dan menciptakan lingkungan yang aman serta

bebas dari tindakan pelecehan seksual di masyarakat.
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